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RENGANTARILHURUKUN
TEORT DAN PRAXIIX

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas rahmat dan karunia-Nya buku ini yang berjudul Pengantar
IImu Hukum: Teori dan Praktik dapat tersusun dan diselesaikan dengan
baik. Buku ini merupakan kontribusi akademik yang bertujuan untuk
memperkenalkan dan memperluas pemahaman mengenai dasar-
dasar ilmu hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktik aplikatifnya di
lapangan.

Dalam dinamika masyarakat modern yang kompleks,
keberadaan hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan
sosial menjadi sangat penting. Buku ini dirancang tidak hanya sebagai
referensi teoritis, tetapi juga sebagai panduan praktis yang
menjembatani pemahaman antara konsep akademik dan realitas
hukum yang terjadi di masyarakat.

Kami menyusun buku ini dengan mengacu pada berbagai
literatur hukum terkini, pendekatan interdisipliner, serta kasus-kasus
relevan yang aktual dan kontekstual. Diharapkan, buku ini dapat
menjadi pegangan utama bagi mahasiswa hukum, dosen, peneliti,
hingga praktisi hukum yang ingin memahami fondasi dasar dari sistem
hukum secara komprehensif.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bagian
penting dalam membentuk generasi pembelajar hukum yang kritis,
adil, dan berintegritas tinggi.
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RENGANTRR]LNUUKUN
TEOR DAN PRI

SINOPSIS

Buku Pengantar IImu Hukum: Teori dan Praktik menyajikan
pembahasan menyeluruh mengenai konsep-konsep fundamental
dalam ilmu hukum, mulai dari pengertian hukum, ruang lingkup, asas-
asas hukum, hingga praktik peradilan dan upaya hukum di Indonesia.
Dengan pendekatan integratif antara teori dan praktik, buku ini
memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana
hukum sebagai norma sosial dibentuk, diimplementasikan, dan
ditegakkan dalam konteks kehidupan masyarakat.

Selain mengulas dasar-dasar keilmuan hukum, buku ini juga
memaparkan sejarah perkembangan hukum, keterkaitan hukum
dengan disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi, ekonomi, dan
politik, serta pembahasan khusus mengenai hukum pidana, perdata,
tata negara, dan hukum internasional. Disertai dengan contoh kasus
dan analisis yuridis yang aplikatif, buku ini tidak hanya relevan sebagai
bahan ajar di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai referensi praktis
bagi aparatur penegak hukum dan masyarakat umum.

Dengan bahasa yang sistematis, lugas, dan analitis, buku ini
menjadi jembatan antara wawasan keilmuan dan kebutuhan praktik
hukum di lapangan—membentuk pemahaman hukum yang tidak
hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap
tantangan zaman.
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PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA

Oleh: Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

6.1. Pendahuluan

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara
Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek
kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum
yang sesuai dengan sistem hukum nasional (MUHSIN, 2018). Hukum
yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak
rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara
dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan (Aswandi & Roisah,
2019). Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di
Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu
dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Dengan status negara hukum, Indonesia
mewujudkan hukum yang berlaku melalui hukum tertulis yaitu
peraturan perundang- undangan (Basyir, 2014).

90



Peraturan perundang-undangan adalah dimaksudkan sebagai
pedoman berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara. Di dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah
instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara (ALW, 2019). Dalam penyusunan
dan pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi
syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal bahwa penyusunan
peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan
kewenangan, tahapan dan prosedur, dan tata naskah berdasarkan
pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat
materiil, yaitu materi atau isi peraturan perundang-undangan tersebut
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan kepentingan umum (Sofwan et al., 2022).

Untuk pertama kali pengertian Naskah Akademik dikemukakan
oleh Mochtar Kusumaatmadja (1976) dengan istilah “Konsep Naskah
RUU”. Kemudian Badan Pembinaan Hukum Nasional pada 1979 secara
resmi menggunakan istilah Naskah Akademik sebagai ganti dari istilah
Naskah Rancangan Undang-undang (1976), dan Naskah IImiah
Rancangan Undangundang (1977/1978) (Ishom, 2019). Naskah
Akademik adalah landasan ilmiah untuk menyusun RUU, sedangkan
RUU adalah draft yang akan dibahas dan disahkan menjadi UU dari
Naskah Akademik. Naskah Akademik (NA) wajib disertakan dalam
setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Ranper-UU) sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dimana
setiap Ranper-UU yang diajukan oleh DPR, DPD, atau Pemerintah
Daerah harus disertai dengan adanya Naskah Akademik untuk
memastikan bahwa aturan yang telah dibuat memiliki landasan
akademik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.



Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan
bersama. Cita- cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui
gagasan Negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan
Negara hukum (nomocras) dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia
yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bernegara adalah
dalam rangka memajukan kesejaheraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan
mencapai ke-empat tujuan Negara Indonesia tersebut (Sihombing et
al., 2023).

Soekanto (2009) menyatakan bahwa derajat efektivitas suatu
hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat
terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga
dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi
merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum.
Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut
telah mencapai tujuan  hukum, vyaitu berusaha untuk
mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup
(Fajar & Wibowo, 2023).

6.2. Perkembangan Hukum di Indonesia: Dari Pasca Proklamasi
Hingga Pasca Reformasi

Perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan
panjang bangsa ini dalam menghadapi berbagai perubahan sosial,
politik, dan ekonomi. Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti
membahas hukum secara sistemik yang berlaku di Indonesia. Secara
sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-
unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling



pengaruh mempengaruhi, serta saling memper-kuat atau
memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat
dipisahkan (Maysarah, 2017). Sejarah hukum merupakan cabang ilmu
yang mempelajari asal-usul, perkembangan, dan perubahan sistem
hukum dalam suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Sejarah hukum
membantu kita memahami bagaimana hukum beradaptasi dengan
perubahan zaman serta bagaimana warisan hukum masa lalu masih
mempengaruhi sistem hukum saat ini. Oleh karena itu, untuk
memahami pembentukan dan perkembangan sistem hukum di
Indonesia secara mendalam, penting untuk mempelajari sejarah
hukum di Indonesia.

Secara umum, sejarah dipahami sebagai penghubung antara
keadaan masa lalu dengan keadaan saat ini atau yang akan datang,
atau keadaan sekarang yang berasal dari masa lalu. Jika pengertian
sejarah ini dikaitkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa
hukum saat ini adalah kelanjutan atau perkembangan dari hukum
masa lalu, sementara hukum masa depan terbentuk dari hukum yang
berlaku sekarang. Bahkan, saat ini sudah berkembang ilmu tentang
sejarah masa depan (History of Future) dalam kerangka pemahaman
sejarah yang berulang atau berputar (Circle History). Jika metode
History of Future ini digunakan untuk memahami perkembangan
hukum di Indonesia, maka masa depan hukum di Indonesia akan lebih
mudah dibentuk atau diprediksi (Efendi, 2019).

Pada dasarnya lahirnya suatu hukum di Indonesia itu
merupakan campur tangan dari Belanda. Belanda yang
mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia
dipengaruhi oleh hukum Belanda (Anas et al.,, 2022). Sistem ini
membawa berbagai perubahan dalam tatanan hukum tradisional yang
sebelumnya dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia. Hukum
Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum vyang
berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua



hukum yang berjalan di Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia
(Maysarah, 2017). Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa
Indonesia menghadapi tantangan besar untuk bisa merumuskan
sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat
dan hidup di Masyarakat Indonesia, termasuk untuk menjawab
kebutuhan pembangunan bangsa ke depannya. Transformasi hukum
di Indonesia tidak hanya melibatkan pembaruan undang-undang dan
peraturan, tetapi juga upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip
keadilan dan hak asasi manusia. Dengan melibatkan nilai-nilai budaya
dalam proses transformasi hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih
sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari dan lebih
patuh terhadap peraturan yang ada (Dm et al., 2024).
1. Masa Awal Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1950
Pada periode awal setelah proklamasi kemerdekaan bangsa
Indonesia antara tahun 1945-1950 merupakan masa yang sangat
krusial dalam transformasi perundang-undangan di Indonesia. Setelah
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi
tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang mandiri dan
tidak lagi bergantung pada hukum kolonial Belanda, diantaranya:
a. Proklamasi Kemerdekaan dan Pembentukan Konstitusi
1) Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus
1945 menjadi titik awal bagi pembangunan sistem hukum
nasional yang independen dari hukum kolonial Belanda
maupun Jepang. Pergeseran dari status kolonial ke kedaulatan
tidak membawa perubahan langsung dan meluas untuk
menopang status hukum di Republik Indonesia yang baru
merdeka. Pada saat proklamasi kemerdekaan dikeluarkan
pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum di Indonesia pada
dasarnya tidak banyak berubah sejak pendudukan Jepang di
Jawa (Kurdi & Alamudi, 2021). Proses transformasi hukum ini



berjalan dalam beberapa tahap penting, yang mencerminkan
upaya Indonesia dalam membangun identitas hukum sendiri.
Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18
Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
sebagai konstitusi bagi Negara Republik Indonesia. Undang-
Undang Dasar ini mulai berlaku sampai 27 Desember 1949 dan
berlaku Kembali hingga sebelum amandemen di seluruh
Indonesia berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Zulkarnain,
2016). UUD yang mengatur struktur pemerintahan, hak-hak
warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara.

b. Sistem Hukum dan Perundang-undangan

1)

Adopsi Hukum Kolonial

pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi
tantangan besar dalam membangun sistem hukum nasional.
Salah satu solusi yang diambil pemerintah adalah tetap
menggunakan peraturan perundang-undangan kolonial
Belanda yang masih berlaku, dengan penyesuaian agar sesuai
dengan kondisi Indonesia yang merdeka. Keputusan ini diatur
dalam Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal Il, yang menyatakan
(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, 1945): "Segala badan negara dan peraturan yang ada
masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru
menurut Undang-Undang Dasar ini."
Pembentukan Lembaga Negara

Selama periode ini, pemerintah membentuk berbagai
lembaga negara yang baru, termasuk lembaga legislatif
(Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP), eksekutif, dan
yudikatif. KNIP memiliki peran penting dalam membantu
pemerintah. Fungsi KNIP bukan hanya sekadar memberikan



masukan dan saran, tetapi juga menjalankan tugas legislatif
sementara sebelum terbentuknya lembaga formal seperti
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Melalui KNIP, perwakilan
rakyat ikut berperan dalam pengambilan kebijakan, meskipun
masih dalam kerangka yang terbatas (Informasi, 2024).

2. Masa Republik Indonesia Serikat Tahun 1950-1959
Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di tahun 1950-1959
merupakan fase penting dalam sejarah hukum Indonesia, yang

ditandai oleh berbagai perubahan dan perkembangan perundang-

undangan.

a. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)

1)

Konstitusi RIS

Pada tanggal 27 Desember 1949, Konferensi Meja Bundar
(KMB) di Den Haag mengakui kedaulatan Indonesia dan
membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS diatur
berdasarkan Konstitusi RIS yang mengadopsi sistem federal.
Konstitusi ini mengatur pembagian kekuasaan antara
pemerintah pusat dan negara-negara bagian yang membentuk
RIS. Namun dalam sistem RIS ini kekuasaan pemerintah lebih
tersebar di berbagai negara bagian, yang kemudian
menimbulkan ketidakstabilan dalam politik dan hukum.
Struktur Federal

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibentuk sebagai
hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan
Belanda. RIS terdiri dari beberapa negara bagian, diantaranya
Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa
Timur, Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, dan
Negara Madura. Selain itu, ada juga beberapa satuan
kenegaraan yang lebih kecil, seperti Daerah Banjar, Daerah
Dayak Besar, Daerah Kalimantan Tenggara, dan lainnya.
Meskipun dari masing-masing negara bagian memiliki



otonomi sendiri dalam mengelola urusan dalam negerinya, RIS
tetap berada di bawah sistem pemerintahan federal. Namun,
sistem ini tidak bertahan lama dikarenakan banyak wilayah
yang lebih memilih kembali ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan, dan
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.
b. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Adanya ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan
federal, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada 17
Agustus 1950 dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950
(UUDS 1950). UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan
parlementer, di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan
Perdana Menteri, bukan pada Presiden.
c. Perundang-undangan dan Pembentukan Lembaga Negara
1) Pembentukan Lembaga Negara
2) Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang
d. Tantangan dan Krisis Politik
1) Ketidakstabilan Politik
2) Pemberontakan dan Gerakan Separatis
Periode Republik Indonesia Serikat tahun 1950-1959
merupakan masa transisi yang penting dalam sejarah hukum
Indonesia, ditandai oleh perubahan dari sistem federal ke negara
kesatuan dan penerapan UUDS 1950. Meskipun dihadapkan pada
tantangan politik dan pemberontakan, periode ini juga melihat
pembentukan dasar-dasar hukum yang penting bagi perkembangan
negara kesatuan Indonesia. Karakter sementara UUD 1950 secara
tegas dijelaskan dalam Pasal 134 UUD 1950, yang mewajibkan
Konstituante bersama pemerintah untuk menyusun UUD Republik
Indonesia yang akan menggantikan UUD yang berlaku pada saat itu
(UUD 1950) (Reyhan et al., 2024).



3. Masa Orde Lama Tahun 1959-1967

Periode Orde Lama tahun 1959-1967 ditandai oleh kembalinya
negara ke bentuk kesatuan dengan diberlakukannya kembali Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Pada masa ini, sistem hukum dan perundang-undangan mengalami
berbagai perubahan yang mencerminkan kebijakan dan ideologi
pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia pada masa ini penuh
dengan perubahan dan tantangan dalam peraturan perundang-
undangan dan sistem pemerintahan. Dengan pemberlakuan Kembali
ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959, pengenalan Demokrasi
Terpimpin, dan berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang
kontroversial menandai pada era ini.

Setelah Demokrasi Terpimpin ambruk dan muncul masa
modernisasi-pembangunan, berkembang Demokrasi Pancasila yang
dibangun oleh Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto
sejak 1967-1998 (Azhari, 2010). Runtuhnya Orde Lama terjadi karena
gabungan antara krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat, gerakan
mahasiswa, dan peristiwa G30S yang mengguncang pemerintahan (M,
n.d.). Meskipun ada upaya untuk memperkuat stabilitas dan
pembangunan nasional, ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial
akhirnya mengarah pada berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan
munculnya Orde Baru.

4. Masa Orde Baru Tahun 1967-1998

Masa Orde Baru di Indonesia berlangsung dari tahun 1966
hingga 1998, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Periode ini
ditandai oleh adanya upaya untuk menciptakan stabilitas politik dan
pembangunan ekonomi yang cepat, namun juga diwarnai oleh
otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia. Kebijakan utama
dan penataan peraturan perundang-undangan pada masa Orde Baru
diantaranya:



a. UUD 1945 dan Sentralisasi Kekuasaan
Orde Baru memperkuat penerapan UUD 1945 dengan
penekanan pada kekuasaan eksekutif yang kuat. Presiden
memiliki kekuasaan yang sangat besar, menyebabkan terlihatnya
tatanan pemerintahan yang demokratis secara formal tetapi
otoriter dalam praktiknya, dengan sistem pemerintahan yang
sentralistik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang
dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara (Reyhan et
al., 2024).
b. Pembentukan Lembaga-Lembaga Negara
Lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA) berfungsi untuk mendukung
kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun, lembaga-lembaga ini
seringkali dianggap sebagai alat untuk melegitimasi keputusan
eksekutif daripada sebagai penyeimbang kekuasaan.
¢. Hukum dan Kebijakan Ekonomi
Pemerintahan Orde Baru menerapkan berbagai undang-
undang dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi.
Ini termasuk undang-undang tentang penanaman modal asing,
perbankan, dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi yang
cepat membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan,
meskipun sering disertai dengan praktik korupsi dan kolusi.

Orde Baru adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang
ditandai oleh stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang pesat
dengan repelitanya, tetapi juga oleh otoritarianisme, pelanggaran hak
asasi manusia, dan praktik korupsi yang meluas. Kebijakan-kebijakan
hukum dan perundang-undangan pada masa ini mencerminkan upaya
pemerintah untuk mengendalikan kekuasaan dan mempromosikan
pembangunan, namun dengan mengorbankan kebebasan politik dan
keadilan sosial. Akhir Orde Baru membuka jalan bagi lahirnya era



reformasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem politik,
pemerintahan, dan hukum di Indonesia.
5. Masa Reformasi 1998-sekarang
Zaman Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998
dan berlanjut hingga sekarang, merupakan periode transformasi besar
dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang perundang-undangan.
Pada masa reformasi, peraturan perundang-undangan merupakan
wujud amanat reformasi untuk meningkatkan kontrol Pemerintah
sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan sistem hukum yang lebih
baik. Dalam situasi ini, menciptakan peraturan dan regulasi yang baik
dan mencerminkan preferensi masyarakat adalah langkah pertama
menuju perubahan hukum (lrawan, 2024).
a. Reformasi Konstitusi dan Perundang-undangan (1999-2004)
1) Amandemen UUD 1945
Menyadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam
rumusan UUD 1945, maka MPR Rl mulai tahun 1999 telah
melakukan perubahan UUD 1945 melalui amandemen
(Zulkarnain, 2016). terbesar dalam bidang perundang-
undangan selama Zaman Reformasi adalah serangkaian
amendemen UUD 1945, yang dilakukan antara tahun 1999 dan
2002. Empat kali amendemen ini mengubah secara signifikan
struktur pemerintahan dan hukum di Indonesia.
2) Pembentukan Undang-Undang Baru
Beberapa undang-undang penting yang disahkan pada
periode awal reformasi
b. Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan (2004-2014)
1) Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)
Selama masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), banyak undang-undang vyang disahkan untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan
transparansi serta akuntabilitas.



2)

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tujuan utama
untuk memberantas tindak pidana korupsi yang merajalela di
Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang luas, termasuk
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi,
terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau vyang
berdampak besar pada keuangan negara. Satu hal yang
ditekankan dalam pembentukan KPK, di mana lembaga ini
menjadi pemicu dan pemberdayaan institusi pemberantasan
korupsi yang telah ada (Kepolisian dan Kejaksaan) yang sering
kita sebut “trigger mechanism”. Sehingga keberadaan KPK
tidak akan tumpang tindih serta mengganggu tugas dan
kewenangan pemberantasan korupsi Kejaksaan dan
Kepolisian, malah KPK akan mendorong kinerja kedua institusi
tersebut agar bekerja maksimal (Budianto, 2022).

c. Pembangunan Hukum dan Penguatan Hak Asasi Manusia (2014-
2024)

1)

3)

Era Presiden Joko Widodo (2014-2024)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan reformasi di
bidang hukum dan perundang-undangan dengan fokus pada
penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi
pemerintahan.

Pembaruan Sistem Peradilan

Pemerintah terus melakukan reformasi untuk meningkatkan
integritas dan efisiensi sistem peradilan. Ini termasuk
modernisasi infrastruktur peradilan, peningkatan
transparansi, dan upaya untuk mengurangi korupsi dalam
sistem peradilan.

Penguatan Hak Asasi Manusia

Beberapa undang-undang dan kebijakan juga difokuskan pada



perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, Undang-Undang
No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang
bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan
hak-hak penyandang disabilitas.

Zaman Reformasi di Indonesia telah membawa banyak
perubahan signifikan dalam bidang perundang-undangan, yang
mencerminkan upaya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih
kuat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan memperkuat hak
asasi manusia. Meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan tetap
ada, termasuk isu-isu terkait korupsi, hak asasi manusia, dan
kontestasi politik yang terus berlanjut. Periode ini menunjukkan
evolusi terus-menerus dalam kerangka hukum dan perundang-
undangan Indonesia, sejalan dengan dinamika politik, ekonomi, dan
sosial negara. Keberadaan Indonesia sebagai negara hukum menuntut
adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia
(HAM) sebagaimana ketentuan Pasal 28| ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
(Fauzia & Hamdani, 2021).

6.3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Omnibus
Law

1. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada masa reformasi, peraturan perundang-undangan
merupakan wujud amanat reformasi untuk meningkatkan kontrol
pemerintah sekaligus sebagai respon terhadap tuntutan sistem
hukum yang lebih baik. Peraturan dan regulasi yang baik adalah
fondasi utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.
Agar hukum benar-benar mencerminkan preferensi dan kebutuhan
masyarakat, beberapa langkah penting yang harus dilakukan dalam
proses pembuatannya meliputi:



a. Partisipasi Publik
Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan hukum
melalui diskusi publik, jajak pendapat, atau konsultasi dengan
berbagai pemangku kepentingan. Dengan begitu, regulasi yang
dihasilkan lebih demokratis dan sesuai dengan realitas sosial.
Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
menyatakan partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan
peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dalam
partisipasi publik, pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh
warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara
antara pemerintah dan rakyat, karena di negara-negara
demokrasi partisipasi warga negara dalam proses kebijakan
merupakan hal yang lazim (Riskiyono, 2016).
b. Kajian Akademik dan Empiris
Peraturan harus berbasis pada kajian mendalam, baik dari
aspek akademik maupun pengalaman empiris di lapangan. Ini
memastikan bahwa regulasi yang dibuat tidak hanya teoretis,
tetapi juga bisa diterapkan dengan efektif. Melalui Naskah
Akademis, setiap RUU dan Raperda yang mendapat sentuhan
ilmiah yang output-nya dapat menghasilkan UU dan Perda yang
lebih berkualitas dan dapat dikategorikan sebagai good
legislation (peraturan perundang-undangan yang baik) (Yarni,
2014).
c. Kejelasan dan Konsistensi Hukum
Dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan di Indonesia belum ideal. Jika ditelaah lebih lanjut,
substansi dari peraturan perundang-undangan yang ada juga
terkadang sangat multitafsir, serta mengabaikan kaidah
konsistensi berpikir sehingga mempersulit para penegak hukum



dalam mengimplementasikannya pada suatu kasus konkrit
(Octora, 2018). Karena itu diperlukan regulasi yang ditulis dengan
bahasa yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan hukum
yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang-tindih atau kontradiksi
dalam implementasinya.
d. Evaluasi dan Penyesuaian
Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan terus
berkembang untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial,
politik, dan ekonomi yang terjadi dalam Masyarakat (Putri &
Gultom, 2024). Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011
memberikan amanat tentang berbagai tahapan yang harus dilalui
dalam membentuk peraturan perundang-undangan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan melalui tahapan
proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan
atau penetapan dan pengundangan (Amin et al., 2023). ltulah
sebabnya mengapa menciptakan hukum yang baik sejak awal
adalah langkah awal vyang sangat menentukan dalam
mewujudkan sistem hukum yang adil dan berpihak pada
masyarakat.
2. Konsep Omnibus Law
Omnibus Law adalah konsep pembuatan undang-undang yang
menggabungkan berbagai aturan dalam satu regulasi besar untuk
menyederhanakan peraturan yang ada. Istilah ini tidak dikenal dalam
sistem hukum Indonesia sebelumnya, sehingga menimbulkan
perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.
Penerapan konsep ini terlihat pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU
Cipta Kerja) Nomor 11 Tahun 2020, yang bertujuan untuk
menyederhanakan regulasi terkait investasi, ketenagakerjaan,
perizinan usaha, dan sektor lainnya dalam satu undang-undang besar
dengan merevisi banyak undang-undang yang sudah ada.



Banyak reaksi masyarakat yang beragam terhadap Omnibus
Law, dengan banyak yang mengkritik proses terhadap
pembentukannya yang dianggap kurang transparan dan tidak
melibatkan partisipasi publik secara optimal. Terjadilah gelombang
demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan terhadap
beberapa pasal yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan.
Konsep Omnibus Law memang menjadi sesuatu yang baru dalam
sistem hukum Indonesia karena tidak diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tidak ada
mekanisme atau metode khusus terkait pembentukan undang-
undang yang merevisi banyak undang-undang dalam satu regulasi
besar, seperti yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja, Omnibus Law,
tersebut.

Menariknya bila dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi
menafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja ini Cacat Formil, karena tata cara, prosedur pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak didasarkan dengan tata cara dan
metode yang pasti dan baku serta standar sesuai dengan sistematika
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Amin et al., 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat "inkonstitusional bersyarat"
karena cacat formil dalam proses pembentukannya.

Putusan MK ini menjadi preseden penting dalam hukum tata
negara Indonesia, karena menegaskan bahwa pembuatan undang-



undang harus mengikuti prosedur yang jelas dan transparan sesuai
standar hukum vyang berlaku. Dalam perkembangannya, konsep
Omnibus Law ini mulai mendapat legitimasi setelah adanya
perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang
merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan
memasukkan konsep omnibus sebagai salah satu metode dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

6.4. Penutup

Reformasi hukum terus dilakukan untuk meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan tetap
ada, termasuk isu-isu terkait korupsi, hak asasi manusia, dan stabilitas
politik. Perjalanan panjang ini menunjukkan komitmen Indonesia
untuk terus membangun sistem hukum vyang lebih adil dan
demokratis. Termasuk pengenalan metode omnibus dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang
sebelumya tidak diatur. Perkembangan perundang-undangan di
Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan politik, ekonomi, dan
sosial. Otonomi daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada
pemerintah daerah, hukum ekonomi mendorong pertumbuhan
investasi dan perlindungan konsumen, serta Omnibus Law
mencerminkan upaya pemerintah dalam reformasi regulasi untuk
meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Walaupun Omnibus Law
tetap menjadi perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap hak-
hak pekerja, lingkungan, dan perlindungan sosial.
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